GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

PENYESUAIAN PENUNDAAN SEBAGIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai evaluasi terhadap rencana penerimaan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 maka nilai
defisit perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyesuaian Penundaan Sebagian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016;
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Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. M. Mukmin
Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
masa jabatan Tahun 2013-2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomorn 2036);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6129
Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-
10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan
Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun
Anggaran 2016;
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32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN

PENUNDAAN SEBAGIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang
selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan
Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya
disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Belanja bantuan keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung
yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota.

Belanja bantuan keuangan Spesifik adalah Belanja Bantuan Keuangan
yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru, Tutor PAUD, BOSDA,
Penyuluh Pertanian Lapangan, Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa
dan kegiatan sejenis.

Belanja bantuan keuangan Non Spesifik adalah Belanja Bantuan
Keuangan selain Tambahan Penghasilan Guru, Tutor PAUD, BOSDA,
Penyuluh Pertanian Lapangan, Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa
dan kegiatan sejenis.

Penerimaan adalah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan
daerah.

Likuiditas adalah kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban yang
segera harus dibayar dengan aset lancar.
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11. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang
telah ditutup.

12. Penyertaan Modal adalah kekayaan pemerintah daerah vyang
diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

13. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

14. Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

15. Penundaan Sebagian adalah Penundaan Pelaksanaan sebagian alokasi
anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

16. DAK adalah Dana Alokasi Khusus.

17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja
pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan penyesuaian
penundaan pelaksanaan sebagian APBD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2016,

(2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah menjaga Likuiditas Kas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.

BAB 111
PENYESUAIAN PENUNDAAN SEBAGIAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 3

(1) Penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp.11.096.924.310.000,00 (Sebelas Trilyun
Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta
Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah dilakukan evaluasi
diperhitungkan tidak akan mencapai target sehingga akan mengalami
defisit semula sebesar Rp.1.887.158.566.230,00 (Satu Trilyun Delapan
Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta
Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)
disesuaikan menjadi sebesar Rp.1.769.572.699.230,00 (Satu Trilyun
Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua
Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh
Rupiah).
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(2) Untuk penyesuaian defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
dilakukan hal-hal:

a.

Penyesuaian defisit penerimaan semula sebesar
Rp.1.887.158.566.230,00 (Satu Trilyun Delapan Ratus Delapan
Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus
Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) disesuaikan
menjadi sebesar Rp.1.769.572.699.230,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus
Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta
Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh
Rupiah).

Penyesuaian penundaan sebagian pengeluaran terdiri dari :

1. Penyesuaian penundaan sebagian Bantuan Keuangan untuk
Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.511.030.730.000,00 (Lima
Ratus Sebelas Milyar Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Ribu Rupiah) disesuaikan penundaannya menjadi sebesar
Rp.351.898.680.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar
Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus
Delapan Puluh Ribu Rupiah).

2. Penyesuaian penundaan sebagian pada Belanja Hibah tetap
sebesar Rp.164.351.275.000,00 (Seratus Enam Puluh Empat
Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh
Lima Ribu Rupiah).

3. Penundaan sebagian pada Belanja Bantuan Sosial tetap sebesar
Rp.2.083.900.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Tiga Juta
Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

4. Penundaan sebagian Belanja Tidak Terduga tetap sebesar
Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).

5. Penyesuaian penundaan sebagian Belanja Langsung SKPD
semula sebesar Rp.1.202.692.661.230,00 (Satu Trilyun Dua
Ratus Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam
Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)
disesuaikan penundaannya menjadi sebesar
Rp.1.244.238.844.230,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh
Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan
Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)
termasuk didalamnya penyesuaian DAK.

Pasal 4

Penyesuaian Penundaan Sebagian APBD Tahun Anggaran 2016 ini selanjutnya
akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Memberikan wewenang kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah

Provinsi

Kalimantan Timur selaku Bendahara Umum Daerah untuk

melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penundaan sebagian
APBD Tahun Anggaran 2016.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penundaan Sebagian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 April 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIR® HUKUM,

H. SUROTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



